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LAMPIRAN 
 
Draft Wawancara  

Identitas Narasumber : Andi Asni, S.Sos., M.M (53 Tahun) selaku Sub. Kordinator 

Bidang PPA 

1. Bagaimana pembacaan anda mengenai fenomena Pernikahan anak Usia Dini di 

Provinsi Sulawesi Selatan?  

Jawab:  

Pekawinan usia anak artinya pasangan melangsungkan pernikahan pada usia 

yang belum masuk dalam kategori mampu membina hubungan rumah tangga. Oleh 

karena itulah, pernikahan dini bisa memicu banyak efek, baik dalam sisi fisik 

maupun psikologis. Beberapa yang menjadi penyebab terjadinya Pernikahan Usia 

Anak di Sulawesi Sekatan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah;  

a. Kondisi ekonomi. Umumnya, ini terjadi pada pihak wanita yang keluarganya 

tidak memiliki kondisi ekonomi yang baik. Jadi, orang tua memutuskan untuk 

menikahkan anak perempuan mereka dengan pria yang biasanya lebih mapan. 

Tujuannya tidak hanya mengurangi beban finansial, tetapi juga harapan agar 

sang anak mendapatkan hidup yang lebih baik. 

b. Pendidikan. Alasan lain dari pernikahan dini adalah sosialisasi yang kurang 

pada orang tua yang hidup di pedesaan, terutama jika anak-anak mereka tidak 

mendapatkan akses yang layak untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun. 

Kondisi ini akan membuat anak merasa wajar saja menikah pada usia belia. 
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c. Internal orang tua. Kemudian, faktor internal dari keluarga, terutama orang 

tua yang memiliki rasa takut jika anak-anak melakukan perbuatan yang tidak 

semestinya. Terlebih, seks bebas memang sangat rentan terjadi pada usia 

remaja ketika masuk masa pubertas dan anak mulai mengenal dan menjalin 

hubungan dengan lawan jenis.  

d. Internet dan media massa. Era internet yang serba canggih dan modern 

seperti sekarang ini membuat semua orang menjadi sangat mudah dalam 

mengakses informasi dan konten dalam bentuk apapun. Mulai dari foto, video, 

hingga suara alias podcast. Jika orang tua tidak mampu menyaring konten 

untuk anak, bukan tidak mungkin sang buah hati yang mulai beranjak remaja 

akan lebih mudah terjerumus dalam pergaulan uyang tidak tepat. 

e. Hamil sebelum menikah. Edukasi seks sejak dini untuk anak sebenarnya 

tidak menjadi hal yang tabu. Sebab, hal ini akan membuat anak mengerti 

berbagai risiko yang mungkin terjadi sebagai bentuk seks bebas. Salah satunya 

adalah kehamilan sebelum menikah yang memang lebih banyak terjadi pada 

usia anak. Guna menutupi aib inilah, keluarga lantas melakukan pernikahan 

dini pada anak. 

f. Tradisi dan Budaya. Praktik Pernikahan Usia Anak sering kali akar dalam 

tradisi dan budaya tertentu di mana pernikahan pada usia muda dianggap 

normal atau dihormati. Norma-norma sosial yang kuat atau tekanan dari 

keluarga dan komunitas dapat mendorong Pernikahan Usia Anak. 
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g. Kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi faktor penyebab Pernikahan Usia 

Anak, karena keluarga miskin mungkin menganggap Pernikahan Usia Anak 

sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi atau untuk memastikan 

masa depan ekonomi anak  

h. Ketimpangan Gender. Diskriminasi gender dan ketimpangan sosial antara 

laki-laki dan perempuan dapat menjadi faktor penyebab Pernikahan Usia 

Anak. Norma-norma sosial yang merendahkan status perempuan atau 

pandangan bahwa perempuan hanya berperan sebagai istri dan ibu dapat 

mempengaruhi praktik Pernikahan Usia Anak.  

i. Ketidakamanan dan Konflik. Situasi ketidakamanan, seperti perang atau 

konflik bersenjata, dapat meningkatkan risiko Pernikahan Usia Anak. Dalam 

situasi seperti itu, Pernikahan Usia Anak mungkin dianggap sebagai upaya 

untuk melindungi anak perempuan dari kekerasan atau pemerkosaan. 

j. Kurangnya Akses Pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan 

berkualitas atau kesempatan pendidikan yang terbatas dapat menjadi faktor 

penyebab Pernikahan Usia Anak. Ketika anak perempuan tidak memiliki 

akses ke pendidikan, Pernikahan Usia Anak dapat dianggap sebagai alternatif 

yang layak.  

 

2. Bagaimana menurut anda mengenai realisasi program pemerintah dalam 

penanganan/pencegahan Pernikahan Usia Anak usia dini di Sulawesi Selatan?  

Jawab: 
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Provinsi Sulawesi Selatan diberi apresiasi karena kemampuannya 

menunrunkan angka Pernikahan Usia Anak dari 12.11 (2019) menjadi 11.25 (2020) 

dan turun lagi menjadi 9.25 (2021). Sehingga target untuk provinsi Sualwesi Selatan 

2024 menjadi 8.74 atau dibawah rata-rata nasional dapat dicapai. Selain prestasi 

Provinsi Sualwesi Selatan terkait dengan jumlah dispensasi kawin mengalami 

penurunan dari 4.086 (2020) menjadi 3.346 (2021). Diantara pencapaian prestasi 

Provinsi Sulawesi terdapat satu kabupaten yakni Kabupaten Wajo yang 

dikategorikan sebagai kabupaten yang memiliki angka Pernikahan Usia Anak 

tertinggi dimana pada tahun 2020 terdapat 576 pasangan dan pada tahun 2021 

meningkat menjadi 746 kemudian di tahun 2023 turun dengan signifikan diangka 

75 pasangan yang tercatat di PA untuk dispensasi Nikah.  

3. Bagaimana menurut anda mengenai realisasi kerja sama UNICEF dengan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

penanganan/pencegahan Pernikahan Usia Anak usia dini di Sulawesi Selatan? 

Jawab: 

Alhamdulillah UNICEF sangat membantu dalam rangka pencegahan 

Pernikahan Usia Anak yang mana Anggaran APBD tidak bisa mencover semua 

kegiatan terkait beberapa program UNICEF diantaranya  

a. Memfasilitasi pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Mendorong 

partisipasi anak untuk terlibat dalam proses kebijakan terutama terkait 
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pencegahan Pernikahan Usia Anak melalui Musrembang tingkat Desa hingga 

Kebupaten/Kota.  

b. Melakukan sosialisasi terkait lingkungan yang mendukung pencegahan 

Pernikahan Usia Anak dengan menyediakan media Komunukasi bagi anak.  

c. Unicef Melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan beberapa 

Regulasi dan Kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Pernikahan Usia 

Anak.  

d. menyediakan akses layanan sebelum dan setelah terjadi Pernikahan Usia Anak 

dengan membuat mekanisme Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Usia 

Anak dari desa hingga level kabupaten/kota yang mendukung SOP yang ada.  

e. Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi terkait dengan Pencegahan 

dan Penanganan Pernikahan Usia Anak.  

f. Sangat mendukung penguatan dan koordinasi, advokasi pemangku 

kepentingan.  

4. Bagaimana menurut anda mengenai proyeksi Pernikahan Usia Anak usia dini di 

Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir pasca implementasi program kerja 

sama UNICEF – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?  

Jawab:  

Setelah beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UNICEF 

berhasil diantaranya:  

a. Penghargaan Gubernur Sulsel 2022 dengan Penurunan Angka Pernikahan Usia 

Anak yang signifikan (hampir 60% dari 760 menjadi 343 kasus)  
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b. Sudah tersosialisasi beberapa media dan penyampaian ke masyarakat terkait 

bagaimana bahaya dari Pernikahan Usia Anak serta pencegahannya  

5. Bagaimana menurut anda mengenai ketercapaian program UNICEF dalam 

penanganan/pencegahan Pernikahan Usia Anak usia dini di Sulawesi Selatan? 

Jawab: 

a. Berhasil menekan angka Pernikahan Usia Anak di semua Kabupaten di 

Sulawesi selatan khususnya daerah yang menjadi lokus program kegiatan dari 

UNICEF.  

b. Di Sulawesi Selatan, angka Pernikahan Usia Anak terus mengalami penurunan 

dari 11,25 (2020) menjadi 9,25 (2021), namun angkanya masih di atas dari 

angka nasional (Pernikahan Usia Anak Nasional dari 10,35 (2020) menjadi 9,23 

(2021). Selain itu jumlah dispensasi kawin di provinsi ini juga mengalami 

penurunan dari 4.086 kasus (2020), menjadi 3.346 kasus (2021). Berdasarkan 

data Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan (2022), kabupaten/kota, 

yang tertinggi di Kabupaten Wajo dan Sidrap, serta beberapa kabupaten potensi 

yaitu Kabupaten Pinrang dan Soppeng, Luwu Utara Selayar, dan Kota 

Makassar. untuk Tahun 2022 menurut data BPS angka Pernikahan Usia Anak 

di Sulawesi Selatan angka Pernikahan Usia Anak memang terus mengalami 

penurunan, namun pada tahun 2022 naik dan angkanya diatas angka nasional 

berada diatas rata-rata sebesar 0,08 % kenaikan dari tahun 2021 ke 2022. 

sebagai Provinsi ke-14 tertinggi di Indonesia. 


